
BUPATI BENGKULU UTARA 
PROVINSJ BENGKULU 

I SALllfil l 

PERA1URAN BUPATI BENQKULU UTARA. 

NOMOR 15 TAHUN 2023 

TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BENOKUW UTARA TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BENGKULU UT~ 

Menimbang • behwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 a.vat 
{2) urutang-Uttdang Noinor 25 Tah.un 2004 renr.ang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 
264 ayat (2t Undang-Undang NolllOI' 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah t,ebagaimana telah 
diubah beberapa kali rerakhir dengan Undang--Undang 
Namor 6 Tohun 2023 tent.ang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang .. Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta. Kerja Menjadi Undang-Undang, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati Benglrulu Utara 
tentang Renama Ke:rja Pemerint.ah Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara Tahun 2024; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 
Tahun 1956 {Lembaran ?wgara Tamm 1956 Nomor 
5S), Undang-Undang D.ammt Ifmnor 5 Tahun 1956 
{Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), clan 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tabun 1956 
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57J tentang 
Pembentukan Daenlh Tingkat ff Tennaauk 
Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I 
Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Le.m.baran Negara Nomor 1821); 

2. Undang-Undang No.mar 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tamba.han Lembaran Negara Republik 
lndonMia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 681 T.runbahan 
Lembaran lwgara Republik Indonesia Nomor 4725) 
s-ebagafm4na telah dfUbah dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pera.turan 



V 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. 

7 . 

8. 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4663); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 
ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6633) ; 

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1312); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1114); 

17. Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 228); 

19. Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 781); 

20. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 8 Tahun 
2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Provinsi Bengkulu Tahun 2024 (Berita Daerah 
Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 8 ); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Tahun 2008 Nomor 2); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Nomor 11 Tahun 2015 ten tang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 
2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Tahun 2016 Nomor 1); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara Tahun 2022 Nomor 2) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
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Menetapkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara Tahun 2022 Nomor 2); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Tahun 2021 Nomor 2); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU 
UTARA TAHUN 2024. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara. 

2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara. 

3 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 
2024 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 
yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 
Desember 2024. 

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. 
6 . Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah 

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan 
kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai 
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah. 

BAB II 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

(1) RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026, serta 
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024. 



(lJ RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026, serta 
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Provinai Bengkulu Tahun 2024. 

(2) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHUWAN 
BAB II :- GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
BAB m ; KER.ANOKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 
BAB V : RENCANA. KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PE.MERINTAHAN DAERAH 
BAB VII :. PENUTUP 

{3) RKPD sebagaimana dima:kaud pada ayat (2) akan mengalami penyesuaian 
jika terjadi perubahan•perubahan asumsi makro nasional. 

(4) Uraian secara rinci RKPD sebftpimana dimaksud pada ayat {2) tercantum 
datam Lampiran yang merupakan ~ yang tidak terpisahkan dari 

.- Penituran Bupati ini. 
V Pasal3 

RKPD sebagaimana dhnak:sud dala:m Pa.sat 2 djgunakan sebagai : 

a. pedoman bagi Pemngkat Daetah dalam menyusun Rencana Kerja 
Pentngkat oaeru Tabun 2ln4; <tan 

b. pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Be:1anja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 
Anggaran 2024. 

BABlU 
PENUTUP 

Pasal4 

Peraturan Bupati ini mulai berlela1 peda. tanggal di1mdangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, me1nerintabkan pengundangan Peraturan 
v Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 

Utara.. 

D.itetapkan di Arga Makmiu­
pada tanggal 27 Junt 2023 

BUPATI BENGKUW UTARA, 

ttd. 
MlAN 

Diundangkan di Arga Makmur 
pada tanggal 27 Juni 2023 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKUW UT.ARA, 

ttd 

FITRIY ANSYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UfARA TAHUN 2023 NOMOR 15 

Satina.n Sesuai ~ ~ 
ICEPAl.A BA.C!AN m.nruM 

3¢t:daka engkulu uuu-a 

' 
.H 

Pembina fJV / aj 
.HIP. l.98107282W.ll.22002 


